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GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
NOMOR 19.A TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN 

BANGKA BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2OO7 TENTANG 
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan 
pelaksanaan ketentuan kedudukan protokoler dan 
keuangan pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung telah diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 13 Tahun 2011 tentang petunjuk 
pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 tahun 2007 
Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang 
dalam pengaturan dan pemberlakuannya secara 
normatif perlu dipertegas dan dilakukan 
perubahan; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 
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tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 
2011 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 11 tahun 2007 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 
 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 
 

3. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4287); 

 
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang 

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4310); 

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400; 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua 
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L0 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5104); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana yang telah dirubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 
2007;  

 
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tahun 2007 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 38); 
 

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 tahun 2007 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA 
BELITUNG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 
11 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN 
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
Pasal I 

 
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
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Belitung Nomor 11 tahun 2007 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor .... Seri E) 
diubah sebagai berikut: 
 
1. Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan 

Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 20 
 
(1). Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat 

menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau 
Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang 
bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan 
yang dipotong setiap bulan dipotong PPh sebesar 
15 % (lima belas persen). 

 
(2). Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) terdiri dari : 
a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 8.000.000,- 

(delapan juta rupiah) per bulan; 
b. Anggota DPRD sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh 

juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. 
 
(3). Dalam hal tagihan melebihi standar biaya yang 

ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (2) menjadi tanggung jawab masing-masing 
Pimpinan dan Anggota DPRD. 

 
(4). Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD telah 

memperoleh rumah jabatan atau rumah dinas 
maka tidak lagi mendapat tunjangan 
perumahan. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan dan mempunyai daya laku surut 
terhitung tanggal 1 lanuari 2012. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernul ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. 

 
 
 

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 19 Januari 2012         

 

GUBERNUR 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 
EKO MAULANA ALI 

Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 19 Januari 2012         

 

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG, 
 

dto 
 

IMAM MARDI NUGROHO 
 
 
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
TAHUN 2012 NOMOR 16 SERI E 


